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Perkembangan industri pariwisata semakin kompetitif dengan 
keadaan pasar yang semakin dinamis. Pembangunan kepariwisataan 
Indonesia harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan 
diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan bersaing 
dalam peta global. Perlu adanya perubahan paradigma dan peneguhan 
prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh kepariwisataan Indonesia, 
terutama dalam pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokalnya, 
seperti dalam pengembangan desa-desa wisata. Studi pada buku ini 
bertujuan menggali arah dan keinginan pemerintah secara detail 
terhadap pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan metode 
normatif, dengan melihat berbagai aturan dan peraturan yang ada, 
khususnya dalam pengembangan di Kawasan Wisata Super Prioritas 
Danau Toba. 
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1.1 Latar Belakang 
Kebutuhan untuk peningkatan pendapatan nasional tidak dapat 

lagi diharapkan terutama dari sektor minyak dan gas. Saat ini sektor 
non migas perlu ditingkatkan, salah satunya adalah sektor pariwisata. 
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan 
kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi 
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pembangunan 
pariwisata merupakan pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi 
budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk 
menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha 
yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan 
kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu 
pembangunan yang dilakukan dan menjadi program prioritas 
pemerintah adalah Desa Wisata. (Desa-Nita, 2014) 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Indonesia (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat Paradigma baru 
pembangunan pariwisata. Target yang ditetapkan untuk pembangunan 
pariwisata saat ini adalah berorientasi pada target penghasilan 
masyarakat dari pariwisata, berubah dari RPJMN tahun 2015-2019 
yang berorientasi pada jumlah kedatangan wisatawan baik lokal 
maupun mancanegara (Drajat, 2019). Menghadapi perubahan 
orientasi tersebut, Bappenas telah menyusun Rancangan Sasaran dan 
Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata 2020-2024 dengan sasaran 
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meningkatnya citra, daya saing, dan kontribusi pariwisata dalam 
mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan 
ekonomi yang berkualitas. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, 
arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan nilai tambah dan 
keberlanjutan pariwisata melalui empat bidang, yaitu: Peningkatan 
daya saing industri dan ekosistem usaha pariwisata; Peningkatan 
aksesibilitas, amenitas, atraksi, dan tata kelola destinasi pariwisata; 
Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata; serta Penguatan 
citra pariwisata dan diversifikasi pemasaran. 

Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan di Inonesia terdapat 
prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepariwisataan 
Tahun 2009 (UU-RI, 2009), yaitu: Menjunjung tinggi norma agama 
dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam 
keseimbangan hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa, hubungan 
atara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan 
lingkungan; Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, 
dan kearifan lokal; Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, 
keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; Memelihara kelestarian 
alam dan lingkungan hidup; Memberdayakan masyarakat setempat; 
Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan 
daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka 
otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; 
Mematuhi Kode Etik Kepariwisataan Dunia dan kesepakatan 
internasional di bidang pariwisata; dan Memperkukuh keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil 
peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di 
dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan 
dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia 
yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin 
tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari 
kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan 
manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau 
kawasankawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia 
selanjutnya mengerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan 
menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi 
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perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga 
peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. Bagi 
Indonesia, pembangunan pariwisata memiliki kontribusi yang 
signifikan dalam Pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen 
peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran 
wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 
ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri 
Pemerintah maupun dari penanaman modal asing. (PP-RI, 2011). 

Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata 
mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi 
Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan 
spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural 
dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, 
pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih 
mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan 
antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap 
saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian. 
(PP-RI, 2011). 

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut 
tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai 
suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat 
besar, yang membentang dan tersebar di lebih dari 17.000 (tujuh belas 
ribu) pulau. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai 
penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi industri 
atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan untuk 
menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks 
tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara 
serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan 
asetaset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam 
mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam 
pembangunan di masa depan. Gambaran prospek strategis pariwisata 
sebagai pilar pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari 
angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara 
dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. 
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Sektor pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang 
perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri 
kerajinan. (PP-RI, 2011). 

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang 
semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin 
dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Indonesia harus 
didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara 
tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing 
Kepariwisataan Indonesia dalam peta Kepariwisataan regional 
maupun internasional. Prinsip-prinsip dan target pemerintah terhadap 
program pariwisata ini sangat cocok direalisasikan melalui 
pengembangan Desa Wisata. Dari paparan di atas maka perlu adanya 
perubahan paradigma dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh 
kepariwisataan Indonesia, terutama dalam pemberdayaan masyarakat 
dengan kearifan lokalnya. Studi pada buku ini bertujuan menggali arah 
dan keinginan pemerintah secara detail terhadap pengembangan 
kepariwisataan yang dilakukan dengan metode normatif, dilihat dari 
aturan dan peraturan yang ada, khususnya dalam pengembangan di 
Kawasan Wisata Super Prioritas Danau Toba.  
 

1.2 Permasalahan dan Metode Penelitian 
Permasalahan Penelitian 
Banyak potensi wisata tidak dapat dimanfaatkan maksimal 

karena kesalahan dalam pengelolaan dan pengembangan. Perlu dicari 
jalan keluar bagaimana mengembangkan potensi wisata secara efektif 
dan berhasil. Karena itu permasalahan penelitian adalah 
bagaimanakah konsep strategi tepat yang mendasari perkembangan 
desa-desa wisata di sekitar Kawasan Danau Toba sebagai konsep yang 
mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Selain itu 
pemberdayaan masyarakat lokal juga harus dilibatkan sepenuhnya 
agar pembangunan pariwisata tersebut berdampak kepada 
perekonomian mereka. 
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Metode Penelitian 
Metode yang dilakukan pada studi ini adalah dengan 

melakukan kajian normatif, dimana pengkajian permasalahan dan 
pembahasannya diperoleh melalui studi literatur, terutama peraturan-
peraturan mengenai kepariwisataan dan desa wisata yang berlaku di 
Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah 
beberapa dokumen dan literature serta berbagai diskusi yang 
dilakukan. Sumber utama studi ini adalah Undang-Undang 
Kepariwisataan (UU N0.10 Tahun 2009), Peraturan Bupati Dairi 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, Peraturan Bupati Karo 
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, dan Peraturan Desa Nita 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengembangan Desa Wisata.  
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Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 

Adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Menteri 
Pariwisata 

Adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang kepariwisataan. 

Pemerintah 
Daerah 

Adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

Pemerintah Desa Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa.  

Pemangku 
kepentingan 

Para pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung 
dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun 
yang terkena dampak dari aktivitas wisata perdesaan.  

Wisata Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 
untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi 
dalam jangka waktu sementara. Sebagian dari kegiatan 
tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat 
sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.  

Wisatawan Orang yang melakukan wisata. 

Pariwisata  
 

Berbagai macarm kegiatan wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 
masyarakat, pengusaha, pemerintah, pernerintah daerah 
dan pemerintah desa. 
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Kepariwisataan Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 
dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang 
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan 
negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat 
setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pernerintah 
daerah dan pengusaha. 

Pembangunan 
pariwisata 

Pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, 
kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki 
untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam 
satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan 
tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Daya Tarik 
Wisata 

Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan 
nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran 
atau tujuan kunjungan wisatawan. 

Daerah tujuan 
pariwisata atau 
Destinasi 
Pariwisata 

Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih 
wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya 
tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

Kawasan 
Strategis 
Pariwisata 

Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau 
memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih 
aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 
lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

Pengusaha 
Pariwisata 

Perseorangan atau sekelompok orang atau badan usaha 
yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

Produk 
Pariwisata 

Berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas 
pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi 
dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling 
mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem 
untuk terwujudnya pariwisata.  

Pemasaran 
pariwisata 

Upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual 
produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.  

Atraksi 
pariwisata 

Segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi 
alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang 
menjadi objek dan tujuan kunjungan.  
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Pariwisata Desa Bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat 
setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.  

Desa Wisata Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan 
fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur 
kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara 
dan tradisi yang berlaku.  

Desa Wisata Wilayah pelestaraian alam lingkungan ekosistim serta 
simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak 
menghambat perkembangan warganya untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha 
kepariwisataan.  

Wisata Desa Kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil 
wisatawan atau travel, tinggal dalam atau dekat suasana 
tradisional di kawasan desa menikmati daya tarik Desa 
Wisata, belajar tentang kehidupan perdesaan serta 
lingkungan setempat.  

Destinasi Desa 
Wisata 

Kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya 
tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata 
desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait 
dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.  

Pengelola Desa 
Wisata 

Pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.  

Wisata budaya Kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan 
menumbuhkan kembali nilainilai tradisional, yang 
dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi 
wisata.  

Wisata agro Kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik 
wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai 
atraksi wisata.  

Wisata tirta Kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik 
wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air 
yang mampu menarik wisatawan 

Wisata alam Kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan 
potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik 
yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya agar 
ada daya tarik wisata ketempat tersebut.  
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Kompetensi Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja 
pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 

Sertifikasi Proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja 
pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk 
pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. 

Pemanfaatan Segala upaya untuk memanfaatkan serta 
memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk 
berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk 
kesejahteraan masyarakat.  

Pengembangan Upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata 
serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu 
kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap 
menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan 
demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat.  

Penataan Upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi 
dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang 
dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip 
pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan 
ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan 
kemasyarakatan.  

Pengelolaan Upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan 
sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan 
berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, 
wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan 
pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.  

Desa Kesatuan rnasyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pernerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ 
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

Peraturan Desa Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) 
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Peraturan Kepala 
Desa 

Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang 
bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes 
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  

Organisasi 
Masyarakat 
Bidang 
Pariwisata 

Organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan 
tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi 
wisata desa. Disebut juga Ormas Pariwisata. 

Pengusaha 
pariwisata desa 

Masyarakat setempat dan pihak lain yang melakukan 
kegiatan usaha pariwisata.  

Tradisi Budaya Sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat 
tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta 
tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi 
kehidupan warga masyarakat 

Kearifan Lokal Ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung 
nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku 
secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup 
suatu masyarakat tertentu. 

Upacara 
tradisional 

Peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan 
kebiasaan setempat. 

Cerita rakyat Cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan 
maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda atau 
dongeng. 

Permainan rakyat Suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki 
aturan khusus yang merupakan cerminan kharakter 
budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan 
sosial. 

Kerajinan lokal Kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan 
kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih 
menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan 
hasil karya budaya masyarakat setempat. 

Pergelaran 
budaya 

Suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan 
berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan 
kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak 
sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan 
masyarakat.  

Cagar Budaya Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, 
bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya 
yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki 
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
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pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 
penetapan.  

Situs Budaya Lokasi yang yang mengandung benda, bangunan, 
dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan 
manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.  

Sanggar Budaya Tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni 
dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya 
budaya dan pengembangan kebudayaan. 

Galeri Budaya Tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni 
dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya 
budaya atau pergelaran budaya bagi penikmat budaya 
dan masyarakat. 

Gelanggang seni Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk 
melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni 
dan/atau pertunjukan seni.  

Gelanggang 
olahraga 

Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk 
berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.  

Usaha Pariwisata Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 
pariwisata. 

Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata 
atau TDUP 

Dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha 
pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha 
pariwisata. 

Industri 
Pariwisata 

Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam 
rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 
penyelenggaraan pariwisata. 

Usaha Daya 
Tarik Wisata 

Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 
pariwisata.  

Usaha Kawasan 
Wisata 

Merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan 
kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Usaha Informasi 
Wisata 

Merupakan usaha yang menyediakan data, berita, 
feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai 
kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan 
cetak dan/atau elektronik.  
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Usaha 
Akomodasi 
Wisata 

Merupakan usaha yang menyediakan pelayanan 
penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi 
dengan pelayanan pariwisata lainnya.  

Usaha Kuliner Merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman 
yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan 
untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau 
penyajiannya.  

Pondok Wisata Merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal 
yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian 
untuk disewakan dengan memberikan kesempatan 
kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan 
sehari-hari pemiliknya. 
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